PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : MR.Syafruddin Prawira Negara Km 7/ Telepon {0752) - 7754203

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

Mengingat

(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : 274/SK/DISHUB-PA-LK/1i-2018

TENTANG:
PETUNJUK OPERASIONAL

FASILITASI PERIZINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

bahwa dalam rangka peningkatan Kinjera Pelayanan Usaha Angkutan
Orang dengan kendaraan bermotor umum dan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan umum yang nyaman
dan aman maka perlu dilaksanakan Fasilitasi Perizinan di Bidang
Perhubungan dimana kegiatan dimaksud telah tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor g8);

bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud, berjalan secara efisien dan
efektif maka diperiukan adanya Petunjuk Operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala
Dinas Perhubuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 |,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nemor 5025 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomar 120);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan lalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
S468);

Peraturan Pemeritah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 260 Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomar 5594);

Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tzhun 2003 Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
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Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Uma Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tar_mn 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2011 Tentang lzin
Usaha Angkutan orang dengan Kendaraan Umum Dalam Kabupaten Lima
Puluh Kota [Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor
74);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan;

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Petunjuk Operasional Fasilitasi Perizinan dibidang Perhubungan Tahun
Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
s3tu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada Tanggal 13 Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LiNA PULLUH KOTA

Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang

Arsip.-



LAMPIRAN . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR - 279/5K/DISHUB-PA-LK/1I-2018
TANGGAL . I3FEBRUARI 2018
TENTANG . PETUNJUK OPERASIONAL FASILITASI PERIJINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN
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TAHUN ANGGARAN 2018

LATAR BELAKANG
Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat

ketempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan
kendaraan umum bermotor. Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan
perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum dibutuhkan penangan yang serius.
Karena merupakan elemen penting yang berkaitan langsung dengan distribusi barang, jasa dan
tenaga kerfa.

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha angkutan orang,
baik Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) maupun Angkutan Perkotaan di Wilayah Kabupaten
Lima Puluh Kota adalah birokrasi perizinan. Walaupun disini khususnya AKDP pihak wewenang
pelzinannya adalah Propopinsi Sumatera Barat namun Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh
Kota diminta untuk memberikan Rekomendasi Pertimbangan Teknis AKDP dan juga tarmasuk
memberika Rekomendasi Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan melalui satu pintu yang ada
diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Maka dalam rangka pencapaian pelayanan Usaha Angkutan Orang perlu memfasilitsi perijinan
dibidang perhubungan sesuai dengan kebutuhan para pengusaha angkutan, sepertl Rekomendasi
Pertimbangan Teknis AKDP ke Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat dan Rekomendasi
Pertimgbangan Angkutan Perkotaan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Kartu Kontrol lzin Usaha Angkutan Orang.

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan

Keglatan - Fasilitasi Perjijinan di Bidang Perhubungan

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan

penumpang ini berlangsung dimulai dari Bulan Januari s/d Desember 2018.

MAKSUD DAN TUJUAN :

a. Maksud . memfasilitasi perizinan dibidang perhubungan

b. Tujuan : tarmonitor dan terkontrolnya Kartu lzin Usaha Angkutan Orang dan
adanya Rekomendasi Pertimbangan Teknis AKDP/AKAPR serta
Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan, berdasarkan atas
permintaan Dinas terkait dibidang pelayanan perizinan terpadu
{Kabupaten/Kota, Propinsi Sumatera Barat maupun Kementerian

Perhubungan).



5. METODE PELAKSANAAN :

.

pertimbangan Teknis AKDP/AKAP dan Angkutan Perkotaan

1. Tahap kesatu yaitu permintaan/permohonan rekomendasi pertimbangan teknis kepada
Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Dinas DPMPTSP (untuk angkutan
perkotaan) dan permintaan/permohonan rekomendasi pertimbangan teknis kepada Dinas
Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Dinas DPMPTSP/Dishub Propinsi Sumatera
Barat (untuk angkutan AKDP/AKAF].

2. Tahap kedua yaitu pemeriksaan bahan berkas

3. Tahap ketiga yaitu melakukan survey dan pemetaan lokasi

4. Tahap keempat yaitu keputusan layak atau tidaknya suatu pertimbangan teknis
{diterima/ditalak]

S. Tahap kelima yaitu persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN :

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat;
Dinas pelayanan perizinan terpadu (Kabupaten Lima Puluh Kota dan Propinsi Sumatera Barat);

Perusahaan Angkutan.

7. PEMBIAYAAN

d.

Seluruh Biaya kegiatan ini dibebankan pada DPA-Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 1.02.09.1.02.09.01.17.13

Sclain DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima puluh Kota, anggaran pendukung
penyuluhan ini dapat berupa sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat ,Operator Angkutan

Umum maupun bantuan dari DPC Organda Kabupaten Lima Puluh Kota .

8. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

a.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan dibantu Asisten PPTK berkewa]iban menyampaikan
seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan baik secara administrasi maupun Laporan
keuangannya.

Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten
Lima Puluh Kota berwenang meneliti dan menguji kebenaran atas laporan yang disampaikan

guna menjalankan fungsi internal audit.
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9. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/juru Mudi Untuk
Peningkatan Keselamatan Penumpang Tahun Anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima
Puluh Kota

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal % Februari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
e KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
m\k EN



